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DAFTAR LAMPIRAN 
 

A. MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAWAHAN. 
B. PERTIMBANGAN ATASAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN. 

C. FORMAT LAPORAN INFORMASI, LAPORAN POLISI MODEL A, DAN 
LAPORAN POLISI MODEL B. 
1. LAPORAN INFORMASI. 
2. LAPORAN POLISI MODEL A. 
3. LAPORAN POLISI MODEL B. 

D. FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN DAN 
PENETAPAN PENUTUPAN. 
1. SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN. 
2. SURAT PENETAPAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN. 

E. FORMAT PELAKSANAAN DAN LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI 

1. SURAT PERINTAH AUDIT INVESTIGASI 
2. SURAT PENGHADAPAN AUDIT INVESTIGASI. 

3. NOTA WAWANCARA. 

4. BERITA ACARA PENERIMAAN ALAT BUKTI. 
5. SURAT TANDA PENERIMAAN ALAT BUKTI. 

6. NOTA ANALISIS DOKUMEN BUKTI. 
7. LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI. 

8. NOTULEN GELAR HASIL AUDIT INVESTIGASI. 
F. FORMAT SURAT-SURAT DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAAN SAKSI 

AHLI DAN TERDUGA PELANGGAR DALAM TAHAP PEMERIKSAAN 
PENDAHULUAN. 
1. SURAT PERINTAH TUGAS PEMERIKSAAN  PENDAHULUAN. 

2. SURAT PANGGILAN. 
3. SURAT PERINTAH MEMBAWA PAKSA SAKSI/TERDUGA 

PELANGGAR ANGGOTA POLRI. 
4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI. 
5. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERDUGA PELANGGAR. 

6. BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI. 
7. RESUME PEMERIKSAAN PENDAHULUAN. 
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8. CONTOH SAMPUL BERKAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN 
KEPP. 

9. NOTA DINAS PENGIRIMAN BERKAS PEMERIKSAAN 
PENDAHULUAN DARI AKREDITOR KE SEKRETARIAT. 

10. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI. 

11. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PENUNTUT. 
12. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN SEKRETARIS KKEP/BANDING. 

13. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KEPADA FUNGSI 
HUKUM TENTANG: 

a. PERMOHONAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUM. 
b. PERMOHONAN PENDAMPING. 
c. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KEPADA PEJABAT 

PEMBENTUK KKEP TENTANG USULAN PEMBENTUKAN 
KKEP MELALUI SEKRETARIAT. 

d. NOTA DINAS  DARI  PROPAM  KEPADA  ANGGOTA  KKEP  
TENTANG  PEMBERITAHUAN DAN  PENYERAHAN SURAT  
PERINTAH  KKEP  MELALUI SEKRETARIAT. 

G. TUJUAN PENGHUKUMAN 
H. KELENGKAPAN TAHAPAN DAN PUTUSAN SIDANG SERTA FORMAT 

SURAT-SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN SIDANG. 
1. DENAH RUANG SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI SIDANG 

(BENTUK “SEGARIS” DAN BENTUK “U”). 

2. TATA TERTIB SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI. 
3. TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI. 

4. NOTA PENCATATAN/PEREKAMAN FAKTA DIPERSIDANGAN 
OLEH SEKRETARIS KKEP. 

5. FORMAT TERKAIT PUTUSAN SELA: 
a. PERSANGKAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI 

OLEH PENUNTUT. 
b. PEMBELAAN OLEH PENDAMPING. 
c. PUTUSAN SELA. 

d. TUNTUTAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI. 
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6. PUTUSAN SIDANG KKEP : 
a. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG BERSIFAT 

ADMINISTRATIF. 
b. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG SIFATNYA 

NONADMINISTRATIF. 
c. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG PUTUSANNYA 

BEBAS. 
7. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KE SDM TENTANG. 

PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PENETAPAN KEPUTUSAN 
KKEP. 

8. KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN 
(SKPPH). 

9. NOTA DINAS DARI ROWABPROF KE BAGREHABPERS TENTANG. 
PEMBERITAHUAN SURAT PENETAPAN PUTUSAN. 

10. FORMAT TERKAIT TATA CARA SIDANG BANDING: 
a. SURAT KADIV/KABID/KASIPROPAM MELALUI 

SEKRETARIAT KE PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING 
TENTANG USULAN PEMBENTUK KOMISI BANDING. 

b. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI BANDING. 
c. NOTA DINAS DARI SEKRETARIAT KE PEJABAT KOMISI 

BANDING TENTANG PENYERAHAN SPRIN DENGAN KOMISI 
BANDING. 

d. PUTUSAN SIDANG KOMISI BANDING. 
e. MEMORI BANDING. 

I. FORMAT PERNYATAAN BANDING DAN MEMORI BANDING. 
1. BERITA ACARA PERNYATAAN BANDING. 
2. PERMOHONAN BANDING DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING. 

J. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN, 
K. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI. 

1. KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI DAN PEMULIHAN HAK  
PELANGGAR. 

2. NOTA DINAS PEMBERITAHUAN REHABILITASI DAN 
PERMOHONAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR. 

3. KEPUTUSAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN 
PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR KE KEADAAN 
SEMULA. 

4. NOTA DINAS DARI PAMINAL KEPADA KASATKER TENTANG 
PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN 
PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR. 
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